REPUBLIK INDONESIA

N0.98, 2008 DEPARTEMEN PERTAHANAN. Dokter Gigi.
Angka Kredit. Fungsional. Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 29 TAHUN 2008
TENTANG
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI
DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEPARTEMEN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN,

Menimbang : a bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Rl Nomor:
PER/02/M/V/2006 tanggal 5 Mei 2006 tentang Ketentuan
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Departemen
Pertahanan  belum  dapat  dipergunakan  untuk
melaksanakan ketentuan jabatan fungsional dokter gigi
bagi PNS Dephan sebagaimana dimaksudkan dalam
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor:  141/KEP/M.PAN/II/2003 tentang Jabatan
Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya, maka perlu
dikeluarkan suatu pelaksanaan jabatan fungsional tersebut;

b. bahwa Jabatan Fungsional Dokter Gigi diberlakukan bagi
Pegawal Negeri Sipil, maka pelaksanaannya di lingkungan
Departemen Pertahanan dan TNI perlu dikeluarkan dengan
Peraturan Menteri Pertahanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan


http://www.djpp.depkumham.go.id

2008, N0.98

Mengingat

Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya bagi
Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang K esehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3495) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 3098)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3550);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4016)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawal Negeri Sipil, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12
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Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4017);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4019);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : 141/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan
Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/OL/M/VIII
/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pertahanan Nomor : PER/01a/M/V111/2008 tanggal 13 Juni
2008;

Peraturan Menteri Pertahanan Rl Nomor : PER/02/M/V
/2006 tanggal 5 Me 2006 tentang Ketentuan Jabatan
Fungsional Pegawal Negeri Sipil Departemen Pertahanan
RI.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI
DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DEPARTEMEN PERTAHANAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Dokter Gigi, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pegabat yang
berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut
kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
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(1)
(2)

(1)

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut, adalah bentuk pelayanan kesehatan
gigi dan mulut kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan
dan pemulihan kesehatan akibat penyakit gigi dan mulut, peningkatan
dergat kesechatan masyarakat, serta pembinaan peran serta masyarakat
dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut.

Sarana pelayanan kesehatan, adalah tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya kesehatan gigi dan mulut, yaitu Rumah Sakit,
Puskesmas, Poliklinik, dan atau Unit Kesehatan lainnya.

Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dokter
Gigi dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

Tim penilai angka kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan
oleh pgabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Dokter
Gigi.

Pgjabat Pembina Kepegawaian Pusat PNS Dephan, adalah Menteri
Pertahanan.

Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan Dokter Gigi.

PNS Departemen Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di
lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI.

Anggaran penyelenggaraan pembinaan adalah anggaran untuk honor Tim
Penilai, honor Tim Teknis, biaya penyelenggaraan kesekretariatan, biaya
sidang dan biaya lainnya yang terkait dan tidak termasuk tunjangan jabatan
fungsional.

BAB Il
RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA,
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
Pasal 2
Jabatan Fungsional Dokter Gigi termasuk dalam rumpun kesehatan.

Instans Pembina jabatan fungsional Dokter Gigi adalah Departemen
Kesehatan.

Pasal 3

Dokter gigi berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan
keschatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan
kesehatan di lingkungan Dephan dan TNI.
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(2) Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier
yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagal
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI.

Pasal 4

Tugas pokok Dokter Gigi adalah memberikan pelayanan kesehatan gigi dan
mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan dergat kesehatan masyarakat, serta
membina peran serta masyarakat daam rangka kemandirian di bidang
kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat.

BAB Il1
TIM PENILAI
Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Penilai
Pasal 5
(1) Tim Penilai terdiri dari:

a. Tim Penilai Pusat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Instans Pembina
Jabatan Fungsional Dokter Gigi sesuai ketentuan yang berlaku; dan

b. Tim Penila Instans adalah Tim Penilai di lingkungan Departemen
Pertahanan dan TNI.

(2) Tim Penila Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh
Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Dokter Gigi
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasa 15 dan Pasal 16 Peraturan
Menteri Pertahanan Nomor: PER/02/M/V/2006.

(3) Tim Penilai Instans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
pengesahannya ditetapkan oleh:

a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan untuk unit organisas
Dephan.

Asisten Personel Panglima TNI untuk unit organisasi Mabes TNI;
Asisten Personel Kasad untuk unit organisasi TNI AD;

Asisten Personel Kasal untuk unit organisasi TNI AL; dan

e. Asisten Personel Kasau untuk unit organisasi TNI AU;

(4) Apabila Tim Penila Instansi pada unit organisas Mabes TNI dan
Angkatan belum dibentuk, maka penilaian angka kredit dilaksanakan oleh:

oo o


http://www.djpp.depkumham.go.id

2008, N0.98 6

a. Tim Penilai Instans unit organisas Dephan; atau
b. Tim Penilai Pusat.
(5 Persyaratan untuk menjadi Anggota Tim Penilai Instansi adalah:

a. menduduki jabatan/pangkat serendah-rendahnya dokter gigi muda
Gol. I1l/c atau yang setara;

b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilal prestasi kerja Dokter
Gigi; dan
c. dapat aktif melakukan penilaian.
(6) Susunan Anggota Tim Penilai Instansi, adalah sebagai berikut :
a. seorang Ketua merangkap anggota;
b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
d. sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.

(7) Masajabatan Anggota Tim Penilai Instansi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk masajabatan berikutnya.

(8) Anggota Tim Penilai Instans yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali
setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(9) Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai Instans tidak dapat
dipenuhi sebagian atau seluruhnya dari Dokter Gigi, maka Anggota Tim
Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetens untuk
menilal prestasi kerja Dokter Gigi.

(10) Dadam hal terdapat Anggota Tim Penilai Instansi yang berhalangan
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai
wgib mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai Instansi kepada
Pejabat yang berwenang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5.

(11) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Instans yang ikut dinilai, maka
Ketua Tim Penilai Instansg dapat mengangkat Anggota Tim Penilai
Instans Pengganti.

(12) Jumlah Anggota Tim Penilai Instans yang berasal dari Dokter Gigi harus
lebih banyak daripada Anggota Tim Penilai Instans yang berasal dari
pejabat lain bukan Dokter Gigi.
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Bagian Kedua
Tugas Pokok dan TataKerja Tim Penilai
Pasal 6

Tugas Pokok Tim Penilai Instansi di lingkungan Departemen Pertahanan
dan TNI adalah:

a. membantu Pgabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit
Dokter Gigi Pertama sampa Dokter Gigi Madya di lingkungan
Departemen Pertahanan dan TNI;

b. membantu Pgabat yang berwenang daam menetapkan angka kredit
Dokter Gigi Pertama sampal Dokter Gigi Muda di lingkungan TNI;
dan

c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan
angkakredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

TatakerjaTim Penilai Instans meliputi :

a. menerima dan mengadministrasikan Surat Pernyataan melaksanakan
tugas,

b. meneliti persyaratan dan bukti yang dilampirkan;

c. melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang
digukan;

d. membuat rekomendas jenjang pangkat dan jabatan atas kumulatif

angka kredit yang dinilai dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit
(BAPAK);

e. menandatangani BAPAK; dan
f. menggukan BAPAK untuk disahkan menjadi PAK oleh pgabat yang
berwenang.
Bagian Ketiga
Sekretariat Tim Penilai
Pasal 7

Untuk membantu Tim Penila Instans dalam melaksanakan tugasnya,
dibentuk Sekretariat Tim Penilai Instans yang dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pegabat di bidang
kepegawaian yang serendah-rendahnya Eselon IV atau setara pada
masing-masing Satuan Kerja Koordinator Pelaksana.

Sekretariat Tim Penilai Instans dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan
pegjabat yang berwenang pada masing-masing unit organisas.
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(3)

D

(2)

3)

(4)
(5)

Daam ha Sekretariat Tim Penilai Instansi pada masing-masing unit
organisas belum dibentuk, maka secara ex-officio tugasnya dapat
dilaksanakan oleh pejabat Eselon 1V di lingkungan Biro Kepegawaian
yang ditunjuk oleh Kepala Biro Kepegawalian Setjen Dephan.
Bagian Keempat
Tim Penilai Teknis
Pasal 8
Pegjabat yang berwenang menetapkan angka kredit mengesahkan Tim

Penilai Teknis yang diusulkan oleh Satuan Kerja Koordinator Pelaksana
jabatan fungsional dokter gigi.

Keanggotaan Tim Penila Teknis terdiri dari para ahli, baik yang
berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Personel TNI yang
mempunyai kompetens teknis yang diperlukan.

Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat
kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian kegiatan yang
memerlukan keahlian tertentu.

Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada
Ketua Tim Penilai.

Ketentuan tentang tata kerja dan masa kerja keanggotaan Tim Penilai
Teknis pada masing-masing unit organisasi serta ketentuan lainnya yang
terkait ditentukan oleh masng-masing pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit.

BAB IV
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
Bagian Kesatu
Unsur Kegiatan
Pasal 9

Unsur kegiatan Dokter Gigi yang dinilai angkakreditnyaterdiri dari:

a

® a0 o

pendidikan;

pelayanan kesehatan;
pengabdian pada masyarakat;
pengembangan profesi; dan
penunjang tugas Dokter Gigi;
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Bagian Kedua
Sub Unsur Kegiatan
Pasal 10

(1) Pendidikan, meliputi :

a

b.

pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah; dan

pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau
sertifikat.

(2). Pelayanan kesehatan, melipulti:

a

b.

C.

penyembuhan penyakit gigi dan mulut;
pemulihan kesehatan akibat penyakit gigi dan mulut;

peningkatan dergjat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit
gigi dan mulut;

d. pembuatan catatan medik untuk pasien rawat jalan dan rawat inap;

pelayanan kesehatan lainnya untuk masyarakat;dan

pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang
kesehatan.

(3) Pengabdian pada masyarakat, meliputi:

a
b.
C.

pelaksanaan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan;
pelaksanaan tugas lapangan di bidang kesehatan;dan
pelaksanaan penanggulangan penyakit/wabah tertentu.

(4) Pengembangan profesi, meliputi:

a
b.

d.

pembuatan karya tulis’/karya ilmiah di bidang kesehatan gigi dan mulut;

penterjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan
gigi dan mulut;

pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di
bidang kesehatan gigi dan mulut; dan

penemuan teknologi tepat gunadi bidang kesehatan gigi dan mulut.

(5 Penunjang tugas Dokter Gigi, meliputi :

a

b.

pengagar/pendliti dalam bidang kesehatan gigi dan mulut;

peran serta dalam kegiatan seminar/lokakarya bidang kesehatan gigi
dan mulut;
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keanggotaan dalam organisasi profes Dokter Gigi;
keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Dokter Gigi;
perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan

- o a0

perolehan piagam kehormatan.
BABV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Bagian Kesatu
Jenjang Jabatan
Pasal 11

(1) Jenjang jabatan Dokter Gigi dari yang terendah sampai dengan tertinggi
yaitu:

a. Dokter Gigi Pertama;

b. Dokter Gigi Muda;

c. Dokter Gigi Madya; dan
d. Dokter Gigi Utama.

(2) Jenjang pangkat Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesual
dengan jenjang jabatannya, yaitu :

a. Dokter Gigi Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat |, golongan ruang
[11/b.

b. Dokter Gigi Muda, terdiri dari:
1. Penata, golongan ruang Ill/c;dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang I11/d.
c. Dokter Gigi Madya, terdiri dari:
1. Pembina, golongan ruang 1V/g;
2. PembinaTingkat |, golongan ruang 1V /b;dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang 1V/c.
d. Dokter Gigi Utama, terdiri dari:
1. PembinaUtama Madya, golongan ruang 1V/d; dan
2. PembinaUtama, golongan ruang IV/e.
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Bagian Kedua
Jenjang Pangkat
Pasal 12

(1) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Dokter Gigi adalah jenjang
pangkat dan jabatan sesuai jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana
tercantum dalam Lampiran |.

(2) Penetapan jenjang jabatan Dokter Gigi ditetapkan sesual dengan jumlah
angkakredit yang dimiliki.

BAB VI
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT
Bagian Kesatu
Rincian Kegiatan
Pasal 13

(1) Rincian kegiatan Dokter Gigi sesuai dengan jenjang jabatan adalah sebagai
berikut:

a. Dokter Gigi Pertama, yaitu:

1. melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum rawat jalan
tingkat pertama;

2. melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialistik rawat jalan
tingkat pertama;

3. melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut tingkat sederhana
oleh Dokter Gigi umum;

4. melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesiaistik kompleks
tingkat I;

5. melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat
sederhana;

6. melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat
I;

7. melakukan kunjungan kepada pasien rawat inap;

8. melakukan pemulihan fungs gigi dan mulut tingkat sederhana;

9. melakukan pemulihan fungs gigi dan mulut kompleks tingkat I;
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10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut;

mengumpulkan data dalam rangka pengamatan epidemiolog
penyakit gigi dan mulut;

melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan;
membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap;
melayani atau menerima konsultas dari luar atau keluar;
melayani atau menerima konsultas dari dalam;

menguji kesehatan;

melakukan visum et repertum;

menjadi saks ahli;

mengawas penggalian mayat untuk pemeriksaan;
melakukan dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium;
melakukan tugas jaga panggilan;

melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit; dan
melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien.

b. Dokter Gigi Muda, yaitu:

1.
2.

melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum konsul pertama;

melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialistik konsul
rujukan pertama;

melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialistik konsultan;

melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut tingkat sedang
oleh Dokter Gigi umum;

melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialistik kompleks
tingkat I;

melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialistik konsultan;

melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat
sederhana;

melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks
tingkat I;

melakukan kunjungan kepada pasien rawat inap;
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10. melakukan pemulihan fungs gigi dan mulut tingkat sederhana;
11. melakukan pemulihan fungs gigi dan mulut kompleks tingkat I;
12. melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut;

13. mengolah data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit
gigi dan mulut;

14. melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;

15. membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan;
16. membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap;

17. melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;

18. melayani atau menerima konsultasi dari dalam;

19. menguji kesehatan;

20. melakukan visum et repertum;

21. menjadi saks ahli;

22. mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan;

23. melakukan dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium;
24. melakukan tugas jaga panggilan;

25. melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit; dan

26. melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien.

. Dokter Gigi Madya, yaitu:

1. melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesiaistik konsultan;

2. melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut kompleks tingkat
| oleh Dokter Gigi umum;

3. melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialistik kompleks
tingkat I1;

4. melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialistik konsultan;
5. melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sedang;

6. melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat
I;

7. melakukan kunjungan kepada pasien rawat inap;
8. melakukan pemulihan fungs gigi dan mulut tingkat sedang;
9. melakukan pemulihan fungs gigi dan mulut kompleks tingkat 11,
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10. menganalisa data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit
gigi dan mulut;

11. melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
12. membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan;
13. membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap;
14. melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
15. melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
16. menguji kesehatan;
17. melakukan visum et repertum;
18. menjadi saks ahli;
19. mengawas penggalian mayat untuk pemeriksaan;
20. melakukan dental forensik tanpa pemeriksaan laboratorium;
21. melakukan dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium;
22. melakukan tugas jaga panggilan;
23. melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit; dan
24. melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien.
d. Dokter Gigi Utama, yaitu:
1. melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesiadistik konsultan;

2. melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut kompleks tingkat
I oleh Dokter Gigi umum;

3. melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialistik kompleks
tingkat 111;

melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialistik konsultan;
melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sedang;
melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat I11;
melakukan kunjungan kepada pasien rawat inap;

melakukan pemulihan fungs gigi dan mulut tingkat sedang;
melakukan pemulihan fungs gigi dan mulut kompleks tingkat I11;

© © N o g A

10. melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
11. membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan;
12. membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap;
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13. melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
14. melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
15. menguji kesehatan;
16. melakukan visum et repertum;
17. menjadi saks ahli;
18. mengawas penggalian mayat untuk pemeriksaan;
19. melakukan dental forensik tanpa pemeriksaan laboratorium;
20. melakukan dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium;
21. melakukan tugas jaga panggilan;
22. melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit; dan
23. melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien.
(2) Dokter Gigi yang melaksanakan tugas:
a. padadaerah konflik/rawan/daerah penyakit menular;
memimpin satuan unit pelayanan kesehatan;
pengabdian pada masyarakat;
kegiatan pengembangan profesi; dan
penunjang tugas Dokter Gigi,
diberikan nilai angkakredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

(3) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 14

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Dokter Gigi yang sesuai dengan
jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1), maka Dokter Gigi yang berada satu tingkat di atas atau
satu tingkat dibawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut
berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit pelaksana teknis/unit
kerja yang bersangkutan.

® a0 o

Pasal 15
Penilaian angka kredit ditetapkan sebagai berikut:

a. Dokter Gigi yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang
jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan
puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan; dan
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b. Dokter Gigi yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang
jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka
kredit dari setiap butir kegiatan.

Bagian Kedua
Unsur Yang Dinilai Dalam Memberikan Angka Kredit
Pasal 16
(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:
a. unsur utama; dan
b. unsur penunjang.
(2) Unsur utamaterdiri atas:
a. pendidikan;
b. pelayanan kesehatan;
c. pengabdian masyarakat; dan
d. pengembangan profesi.

(3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas
Dokter Gigi meliputi :

a. pengqgar/pelatih dalam bidang kesehatan gigi dan mulut ;

b. peran serta dalam kegiatan Seminar/Lokakarya di bidang kesehatan gigi
dan mulut;

c. keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter Gigi;
d. keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Dokter Gigi; dan
e. perolehan piagam kehormatan.

(4) Jdumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap
Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan
jabatan/pangkat Dokter Gigi sebagaimana tercantum dalam Lampiran |,
dengan ketentuan:

a. sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasa
dari unsur utama; dan

b. sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari
unsur penunjang.

(5 Dokter Gigi yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang
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telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat Iebih tinggi,
kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan
jabatan/pangkat berikutnya.

Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau
lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Dokter Gigi yang
bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesual dengan jumlah
angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan :

a. sekurang-kurangnyatelah satu tahun dalam jabatan; dan

b. setigp unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik
dalam satu tahun terakhir.

Dokter Gigi yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa
jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwagjibkan
mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen)
dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan
kesehatan gigi dan mulut dan/atau pengembangan profes.

Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Dokter Gigi
Madya pangkat Pembina Tingkat | golongan ruang 1V/b sampa dengan
Dokter Gigi Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang [V/e,
diwgjibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka
kredit dari unsur pengembangan profesi.

Dokter Gigi Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap
tahun sgak diangkat dalam  pangkat/jabatannya  diwajibkan
mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari
kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan/atau pengembangan
profes.

(10) Dokter Gigi yang secara bersama-sama membuat karya tulis’karya ilmiah

di bidang kesehatan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai
berikut:

a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan
b. 40% (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.

(11) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b,

sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.
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(1)

(2)

3)

(4)

(1)
(2)

BAB VII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Bagian Kesatu
Usul Penilaian
Pasal 17

Usul penetapan angka kredit Dokter Gigi disampaikan setelah menurut
perhitungan Dokter Gigi yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang
disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi telah
dapat dipenuhi sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing.

Setiap usul penetapan angka kredit Dokter Gigi, antaralain dilampiri:

a saurat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan
mulut serta bukti fisiknya;

b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti
fisiknya;

C. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Dokter Gigi
serta bukti fisiknya; dan

d. salinan atau fotokopi ljazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Latihan (STTPL) dan atau keterangan/penghargaan yang pernah
diterima yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

Penilaian terhadap usulan angka kredit Dokter Gigi dilakukan sekurang-
kurangnya enam bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri
Sipil.

Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, ditetapkan selambat-
lambatnya tiga bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri
Sipil, sebagai berikut:

a untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan
selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan

b. untuk kenalkan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan
selambat -lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 18

Setiap usul penetapan angka kredit Dokter Gigi harus dinilai secara
saksamaoleh Tim Penilai.

Hasil penilaian oleh Tim Penilai Instans adalah berupa Berita Acara
Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang selanjutnya disampaikan kepada
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pgabat yang berwenang untuk disahkan menjadi penetapan angka kredit
(PAK).

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. adi Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala
Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional
BKN apabila yang bersangkutan berada di daerah; dan

b. tembusan disampaikan kepada :

1. Dokter Gigi yang bersangkutan;
Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan;
Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
Menteri Pertahanan; dan

Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen
Pertahanan; dan

6. Aspersyang bersangkutan bagi PNS di Mabes TNI atau Angkatan.

Apabila pegabat yang berwenang untuk penetapan angka kredit
berhalangan sampal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (3), maka penetapan angka kredit dapat didelegasikan kepada pejabat
Eselon |l atau yang setara yang secara fungsional bertanggung jawab di
bidang kepegawaian atau di bidang kesehatan.

Spesimen tanda tangan pegabat yang berwenang menetapkan angka kredit
dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka
kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dissampaikan kepada Kepala
BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

Untuk kelancaran pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit, setiap

Dokter Gigi diwgjibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan
yang dilakukan.

o~ WD

Bagian Kedua
Penetapan Angka kredit
Pasal 19

Pgabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit bagi PNS Dephan
untuk jabatan fungsional Dokter Gigi jenjang:

a.  utamaadalah Menteri Kesehatan;
b. madyaadalah Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan; dan
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(2)

3)

(1)

(2)

1)

(2)

Cc. pertama sampa muda adalah Satuan Kerja Koordinator Pelaksana
pada masing masing unit organisasi.

Pgabat sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dapat
mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat lain yang ditunjuk sesual
ketentuan yang berlaku.

Daam ha Satuan Kerja Koordinator pada Mabes TNI atau Angkatan
belum ditetapkan, maka penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c. dapat ditetapkan oleh Satuan Kerja Koordinator
Pelaksana unit organisasi Dephan.

Pasal 20
Usul penetapan angka kredit Dokter Gigi bagi PNS Dephan digukan oleh :

a.  Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan untuk Dokter Gigi Utama;
dan

b. Pegabat Esdlon | atau Il di lingkungan Departemen Pertahanan kepada
Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (u.p. Kepala Biro
Kepegawaian Setjen Dephan) untuk Dokter Gigi Madya;

Mekanisme pengusulan angka kredit jabatan fungsional Dokter Gigi di
lingkungan TNI diatur lebih lanjut oleh Mabes TNI dan masing-masing
Angkatan.

Pasal 21

Angka kredit yang ditetapkan oleh pgabat yang berwenang menetapkan
angka kredit, digunakan untuk  mempertimbangkan kenaikan
jabatan/pangkat Dokter Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Terhadap keputusan pgabat yang berwenang menetapkan angka kredit,
tidak dapat digjukan keberatan oleh Dokter Gigi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
M ekanisme Penilaian
Pasal 22

(1) Bagi Dokter Gigi :

a mengumpulkan dan memfotokopi berkas kegiatan yang telah
dilakukan;

b. mencatat kegiatan yang telah dilakukan dan diketahui oleh atasannya;
dan
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mengajukan usul penetapan angka kredit kepada pimpinan satuan
kerjamasing-masing.

(2) Bagi pimpinan satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk :

a menerima usul penetapan angka kredit dari pejabat fungsiona di
lingkungannya;

meneliti bahwa usul penetapan angka kredit yang bersangkutan
memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dan dibuat menurut contoh
formulir sebagai berikut:

1.

untuk Dokter Gigi Utama dapat dilihat dalam Dupak Dokter Gigi
Utama; dan

untuk Dokter Gigi Madya dapat dilihat dalam Dupak Dokter Gigi
Madya.

Setiap usul Penetapan Angka Kredit Dokter Gigi Utama dan Dokter
Gigi Madya harus dilampiri dengan :

1.

surat pernyataan melakukan kegiatan perencanaan pegawai, dan
bukti fisiknya dibuat menurut contoh dalam surat pernyataan
melakukan kegiatan perencanaan kepegawaian;

surat pernyataan melakukan kegiatan pembinaan pegawai dan
bukti fissknya dibuat dalam Surat Pernyataan melakukan kegiatan
pembinaan kesehatan gigi;

surat pernyataan melakukan kegiatan ketatausahaan pegawai, dan
bukti fisiknya di buat dalam Surat Pernyataan melakukan
kegiatan ketatausahaan kesehatan gigi;

surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan
bukti fisknya dibuat dalam Surat Pernyataan melakukan
pengembangan profes kedokteran gigi;

surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Dokter

Gigi dan bukti fissknya dibuat dalam Surat Pernyataan melakukan
kegiatan penunjang tugas Dokter Gigi;

fotokopi atau salinan yang disahkan oleh pegjabat yang berwenang
mengesahkan bukti mengenai ijazah Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Latihan dan atau keterangan penghargaan yang
pernah diterima; dan

pengiriman Dupak kepada Sekretariat dari pimpinan satuan kerja
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3)

(4)

(1)

(2)

dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum
pelaksanaan penilaian atau pada awal Oktober untuk periode
kenaikan pangkat 1 April tahun berikutnya dan awal Juni untuk
periode kenaikan pangkat 1 Oktober tahun yang bersangkutan.

Bagi Sekretariat :

a  membantu Tim Penilai dalam Verifikas DUPAK;

b. menerima DUPAK vyang digukan oleh Satker dengan cara
menandatangani tanda terima berkas DUPAK yang diterima;

c. memeriksa kelengkapan DUPAK dari masing-masing Dokter Gigi
yang dikirim oleh Satker;

d. sekretariat berkewgjiban mempersiapkan persidangan Tim Penilai
termasuk ruang Rapat, ATK, Konsumsi; dan

e. sekretariat berkewgiban untuk mengis DUPAK dalam lajur 8 sesuai
dengan hasil sidang dan menjumlahkan hasiinya pada lgjur 9 diakhir
halaman DUPAK.

Bagi Tim Penilai :

a menditi persyaratan penetapan angka kredit dan bukti yang
dilampirkan;

b. meakukan sidang penilaian angka kredit terhadap Dokter Gigi yang
akan naik pangkat setingkat lebih tinggi;

c. memutuskan hasil sdang penilaian angka kredit dan menandatangani
Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BAPAK); dan

d. menyampaikan BAPAK kepada pegabat yang berwenang menetapkan

dan mengesahkannya menjadi PAK yang bersangkutan.
BAB IX
PENGANGKATAN PERTAMA
Pasal 23

Pgabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawal
Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Dokter Gigi, adalah Pgabat yang
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional dokter gigi:

a

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan
Dokter Gigi, harus memenuhi syarat sebagai berikut;

1. berijazah Dokter Gigi;
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2. serendah-rendahnya berpangkat Penata Muda Tingkat I, 111/b; dan

3. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan
dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-
kurangnya benilai baik dalam satu tahun terakhir.

b. penetapan jenjang jabatan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh
dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh peabat
yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 24

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan Dokter Gigi
dilakukan berdasarkan formasi jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengangkatan Pegawal Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan
Dokter Gigi dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang
jabatan Dokter Gigi ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang
ditetapkan oleh pgabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari
unsur utama dan unsur penunjang.

BAB X
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,
PEMBERHENTIAN DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara
Pasal 25

Dokter Gigi Pertama pangkat Penata Muda Tingkat |, golongan ruang I11/b
sampal dengan Dokter Gigi Utama pangkat Pembina Utama Madya
golongan ruang 1V/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam
jangkawaktu 5 (lima) tahun sgak menduduki pangkat terakhir tidak
dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi.

Dokter Gigi Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang [V/e,
dibebaskan sementara dari jabatan apabila setiap tahun sgjak menduduki
pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-
kurangnya 25 (dua puluh lima) dari pelayanan kesehatan gigi dan mulut
dan pengembangan profesi.
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(3) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) Dokter Gigi dibebaskan sementara pula dari jabatannya
apabila:

a dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa
jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
diberhentikan sementara sebagai Pegawal Negeri Sipil;
ditugaskan secara penuh di luar jabatan Dokter Gigi;

d. menjaani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan
keempat dan seterusnya; dan

e. menjaani tugas belgjar lebih dari 6 (enam) bulan.
Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali
Pasal 26

(1) Dokter Gigi yang telah selesa menjalani pembebasan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat diangkat kembali dalam
jabatan Dokter Gigi.

(2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan
dari prestas kerja di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang
diperoleh selama tidak menduduki jabatan Dokter Gigi setelah ditetapkan
oleh pegjabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Bagian Ketiga
Pemberhentian dari jabatan
Pasal 27
Dokter Gigi diberhentikan dari jabatannya apabila:

a daam jangka waktu satu tahun sgak dibebaskan sementara dari
jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 ayat (1), tidak dapat
mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenailkan pangkat
setingkat |ebih tinggi;

b. daam jangka waktu satu tahun sgak dibebaskan sementara dari

jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 ayat (2), tidak dapat
mengumpulkan angkakredit yang ditentukan; atau

C. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunya kekuatan
hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan
pangkat.
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Bagian Keempat
Perpindahan Jabatan
Pasal 28
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan
Dokter Gigi atau perpindahan jabatan dapat dipertimbangkan setelah
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan
Pasa 23 Kep Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
141/KEP/M.PAN/11/2003.
Pangkat awa yang ditetapkan bagi Pegawa Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya,
sedangkan jenjang jabatan Dokter Gigi ditetapkan sesuai dengan angka
kredit yang diperoleh dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang
setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit oleh pegjabat yang
berwenang.
Bagi Dokter Gigi yang karena perpindahan jabatan yang memiliki pangkat/
golongan ruang lebih tinggi dari jabatan Dokter Gigi yang diperolehnya
dapat menggjukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah 1
(satu) tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit yang ditentukan
untuk kenaikan jabatan tersebut.

BAB XI
PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN
Pasa 29

Tunjangan Jabatan Dokter Gigi dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu)
bulan berikutnya setelah Pegawal Negeri Sipil yang bersangkutan secara
nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan
Melaksanakan Tugas dari pgabat yang berwenang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pegjabat yang berwenang di lingkungan Dephan, Mabes TNI maupun
masing-masing Angkatan dalam membuat Surat Pernyataan Melaksanakan
Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat menurut contoh
sebagaimanatercantum dalam Lampiran 1.

Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal satu, Tunjangan jabatan
fungsional Dokter Gigi dibayarkan pada bulan yang bersangkutan/bulan
berjalan.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila bertepatan
dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada
tangga berikutnya, tunjangan jabatan fungsional dibayarkan mulai bulan
itu juga.
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(5)

(6)

(7)

Pejabat yang berwenang di lingkungan Dephan, Mabes TNI maupun
masing-masing Angkatan, dalam membuat Surat Pernyataan Telah
Menduduki Jabatan, harus dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I1I.

Untuk kelancaran pembayaran Tunjangan Dokter Gigi, maka setiap
permulaan tahun anggaran, pgabat yang berwenang membuat Surat
Pernyataan Masih Menduduki Jabatan.

Pegjabat yang berwenang di lingkungan Dephan, Mabes TNI maupun
masing-masing Angkatan, dalam membuat Surat Pernyataan Mash
Menduduki Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus dibuat
menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

(8) Adi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Surat Pernyataan Telah

Menduduki  Jabatan/Surat Pernyataan Masih  Menduduki  Jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (5) dan (6) disampaikan kepada
Pejabat Perbendaharaan dan Kas Negara sesual ketentuan yang berlaku dan
tembusannya kepada:

a.  Menteri U.p. Sekretaris Jenderal Dephan;

b. Kepaa Badan Kepegawaian Negara U.p. Deputi Bidang Informasi
Kepegawaian;

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
Pejabat Pembuat Daftar Ggji yang bersangkutan;
Kepala Biro Kepegawaian; dan
Pejabat lain yang terkait.
BAB XIlI
ANGGARAN PENY ELENGGARAAN PEMBINAAN
Pasal 30

B SRS

(1) Anggaran penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional dokter gigi di

lingkungan Dephan dan TNI dialokaskan melalui anggaran Departemen
Pertahanan (DIPA) sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digjukan sesuai ketentuan

3)

yang berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya indeks anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan oleh Pejabat
yang berwenang di bidang anggaran.
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BAB XIlII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2008

MENTERI PERTAHANAN,

JUWONO SUDARSONO

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 24 Desember 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA
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LAMPIRAN I PERATURAN WEMHAN
i RAC

-’rfﬁ‘:ibm 29 Tahun 2008
SRS 26 November 2008

SURAT PEINYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
b AR

Yang beranda tangan 9 bawak e

Hama

Mip

Hangkatigolongan ruang AT
Jabatan

Dengan i Menyasta<an dengan sesungguhnya babwa

MNama

Mip

Pangkat/aolangan ruang TWT
Jabatan

Linit Kerja

Zerdasarkan Swal Keputusan Mentan Perdahanan Nomos - Ctanggal. . teiah myata
melaksanakan tugas tersebut terhitung muia angyal - 0 dan berdassrkan Keputusan
“regiden Nomar 80 Tabun 2002 . yang bersangkutan diberi Tunangan jabatan . .sebesar
Sp.o. oo sebuadan terhitung muolai tanggal .

Demikian surat pernyatazn i saya buat cengan sesungoubnya dngan mengingat sumpan
jahatan/Pegawal Meged Sipii Apabila dkemudizn han isi surat pernyataan i ternyata tdak benar
vang mengakinatkan kerugian terhadap negara | maka saya bersedia mepanggung kerugian
ersebi

Azl surat pernyataan ine disampaikan kepala kantor perbehendarzan dan Kas Negara/lepala
BireBagian Keuangan Pererintah Daergh di

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yh e

1. kenzia Badan Kepegawaan Negara Up, Depuli Bidang Informas
kepegawaian;

2 tepasla Badan Repegawaian Negara up Deputi Bdang infomnzs

Fepsgawsian:

3 FPegawai Negeri Sipll Yang Bersangkitan,

4 Pejabal pembuat Datar (Gaji vang bersangkutan,

5 Hepals Biro Kepegawaian; dan

E Pejabat lain yang dipandang poriu

Ciitetapkan d: -
Pada tanogal

an SEKEETARIS JENDERAL
KEPALA BIRC KEPEGAWALAMN
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LA FAN il 2R a TR SR MERHAR
!\drf.‘.-?u':g?_fﬁ-l 29 Tahun 2008
TAMGEM. - 26 November 2008

MOMOR

Yang bertanda tangan i bawah ini

Mama

MNip

Fang<at/gclongan ruang
Jabatan

Cengan ini Menyatakan dengan sesungguiiiya babwa

Mama

Mg

Pangkatigelongan ruang
Jabatan

Linit Crgamsasi

Bardasarkan Sural Keputusan Menieri Perahanan Momor Ctengoal. L lelah
menduduki jabatan. ... dan pada tanggal | o masih menduduki jabatan tersebut
Berdasarkan Keputusan Presiden NMomaor 60 Tabun 2002 |, sdr. barhak menerima
tunjangan ihatan ~ sabesar Rp . . sebulan terhitung mulai langgal

Damikian surat permyatazan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpakh
jabatan/Pegawai Megeri Sipil Apabila dikemudian hari isi sural pernyataan ini ternyata tidak benar
vang mengakibatkan kerugian terhadap negara | maka saya bersedia menanggung Keragian
tarsebiit

Asfi sural pernyataan im disampaikan kepala kanfor perbehendaraan dan Kas MNegara/Kepala
Birn/Bagian Kauangan Pemenntah Dacrah di

Sailinan Keputusan ini disampaikan kepada ¥ih

1 Kepala Badan Kepegawanan Nagars Up Deputi Bidang Informeas:
kepegawalan,
¥epala Badan Kepegawaan MNegara wp Depud Bidang informas
epagawalan;

Pegawal Megert Sipil Yang Hersangkutan;

~ejabat pembuat Daftar Gaji yang bersanygkitan;

Kepala Birg Kepeagawaian, dan

Fajahat iain yang dipandang perlu

=

Litetapkan o
Fada tanggal

KA SATKER
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PAMPIEAN Y PERATURAN MENF&R
NOMOR 29 Tahun 2008
[AMGISAL 26 November 2008

W MASTH MENDUDUR JABATAN

Yarg berianda langan d bawah in

Mama

M

Pangkatigolangan ruang
Jabatan

Diengan ini Menyatakan dengan sssungguhnya bahwa

Mama

rip

Fangkat/gulangan ruany
Jabatan

LInit organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Menten Perahanan Nomoi ~oodanggal o diangkat
calam jsbatan. .. dan pada tanggal 1 januan .. . masth menduduki jabatan tersebut
Berdaszrkan Kepulusan Presiden MNomor 80 Tahure 2002 sdro _berhak  menearima
turgangan jabatan . ... sebesar Rp . sehuian terhitung mulai tanggal

Demikiz=n sural peroyataan im saya huat dengan sesunggubinya dengan mengingat sumpab
jabatan/Pegawal Negeri Sipil. Apabilz dikemudian hari si surat permyataan ini termyata tidak benar
yang mengakibatkan kerugian iechadap negara | maka saya bersedia menanggung Kerugian
tersebul

Asli surat pernyataan ind disampaikan kepala kantor perbehendaraan dan Kas Magarakepsis
Biro/Eagian Keuangan Pemarintah Daerah di

Salnan Keputusar i disampatkan kepada Yih

1 Kepa'a Badan Kepegawaan Megara Up. Deputi Bidang Infarmas:
kepegawaian,

2. Kepaa Badan Kepegawaian Negara up Deputt Bidang Informas:

Keapegawaian:

3 Pegawsa Megen Sipii Yaing Barsargkutan,

4 Pojabal pembuat Daftar Gaji yang bersangkalan,

5 Kepala Biro Kepegawaian, dan

G Fizjabat igin yano dipandang periu.

Ditetaskan di
Padatanggal .

A SATHKER

~
—
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LAME AN W PLIRATURARN MEN AN
HOMOR 29 Tahun 2008
TANGEAL . 26 November 2008

PEMETAFAN_ ANGEA KRE_DIT
NOMOR f !

hasa Fanilaian L ) ) R Ll

instanst . DEPARTEMEMN PERTAHAMAN

1. | KETERANGAN PERORANGAN

A [Nama l

NlP . [ —— -
_Mamor Seri KARPEG

Lo P s

"4 | Pangkat/Solongan RuangTMT o B
5. Pandiikan Yang Telah Tllperhliunqk an f"'-::qkd
Kreditnya o . R
& | .Jenis Kalamin _ S A
7._ | Pendidikan Teringgi S TR
8. | Jabatan Dokler Gigil TMT

9. Masz Kerjagolongan  Lama mm ]l U

e Ba T N
1 Unit Kerja - _ i o

o TR TR T T e s s e

A | 1} Pendidikan Farmal) N |

12 Pendidikan & Pelatihan dan |
pmandapal Surat Tanda Tama
i"e-nmd:knn & F’quunan (ST H:'

| dan mul'ul

i G l FPengembangan | F'r::nfe=‘|

| Jumiah Unsur Uama =~
UMSUR PENUNJANG

]
™|

Kegmtan H_,.rarw rrlF-nIm;aﬁg |Z'IE|EI."§"-SEﬂra1"I tugz—ﬁ clnkter '
~ Jumian Unsur Penurjang
L Jumiah Unsur Eltama dan Unsdr Penunjang
P [ DAPAT  DIPERTIMBAMGKAN NTUK DINAIKKAN  DALAM
JABATAN L [PANGRAT, o FTidT .

Ash disampakan dengan hormat kepada Diletapkan di
Kepala BKNMepala Kantar Regional BKM yang bersangkuitan Pada tanggal

TEMBUSAN O disampaikan kepada @

Andlis kapegawatan yang bersangkulan;

Mimenan unit kerfa Analis Kepegawaian yang bersangkutan:
Fajabal lain yang dipandang perlu,

L W -
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Mengirgat

PAERIT) S KA N

Merotapkan
PERTAMA

NOMOM
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LAMFIR AN 1 PERA TURAN (EMHLLR
NUMOR 59 Tahun 2008
TANGGAL - 56 November 2008

FOPSTUR,

TEMTANG

PENGANGRATAN PLHTAMA KALIPENGANGKA AN KEMBALL

DALAM JABATAN DOKTER GIGI

MEMTES PERTAHAMAN

a bahwa setmgai pelaksanaan  dan Pagal 271 dan Pagal 25

Keputusarn Menden Pendayagunaan  Aparatar Megara Momor

TAUVKERM PANMAZ2003  dipandang parlu uituk Imengangkat

fmengangkat kembali savgarm . daam fabalan Dokter Gigi

b

1 Undang-lndiang Nomor 8 Tahun 1974 sehagaimana telah dioban
dengan Undang undang Mormor 43 Tabuin 1293

2 Undang-Urdang Momar 22 Tanan 1995,

3 Feraturan  Pemerintah Nomor 7 labwn 1977 o Paratyran
Femerintah Nemor 11 Tahiun 20U

4 Foraiiran Permaerintah Noror @ Tahure 200073

] Keputusan Menteri  Pendayagunaan Aparatui Meagara Moo
TATVKEPM PANMZiE002

5 Keputusan bersama Menteri Keschatan  dan Kepak: Gadan
Kepegawaian Negara Nomor 1740/MENKES/SKEXIVINNI fdan
Mewnar 54 Tahwin 2003,

CTerttung malatanggal . 0 - Anengangkatimangangbat

kernbali Pegawal Megen Sips

dalan )

Mama

Tempat tanggal lahir

M=

Panghatigol Ruang ST

Lnit Kena S e .

ahatan .. C o oL cdengan sngha kredit sebesar
Adiisi dengan angka dan finity
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Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDILLA

LAMPIRAN VI PEHATURAN MERHAR
F;I'I*M_gfﬁ 29 Tahun 2008
LANGGAL 56 November 2008

KOPSTUR

KEFUTUSAN MENTER| PERTAHANAN
NOMOR ... .

TENTANG

FEMBERASAN SEMENTARA,
DARI JABATAN DOKTER GIG!

MEMTERT PERTAHANAN

a babwa sdro.. . NIP.. . pangkaltgoiongan ruang
e -..berdasarkan Keputesan  Merteri Pertehanan
Momor: ... .fanggal... . dinyatakan

f bahwa untuk  tertib  administrazi  dan  menjalin kualtas

profesionalisme Pegawal Negeri Sipil dalam fabatan Dakler Gigi
dipandang perlu membebaskan sementara Fegawa hNeges Sipil
yang bersangkutan dari jzbatan Dokier Gigi.

1. Undang-undang Nomer § Tahun 1974 sebagaimana telah diubah
dengan UIndang-undang Momer 43 Tahin 1899

2. Undang-Undang Momor 22 Tahun 1599;

3 Peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 1977 o Peraturan
Permerintah Momor 11 Tahun 2001,

4. Feraturan Pemerintah Nomar 9 Tahun 2003;

. Keputusan  Menteri Pandayagunzan Aparatui Megara Momor
T41REPMN PANM 272002

6. keputusan  Bersama Nenterl Kesehatan dan Kepala Badan
Kepegawaizn Megara Nomor 1 740MENKES/SKBMIZ002 dan
Momor 54 Tahun 2003

MEMUTLISKAN

‘Terhitung mulai tanggal ... . . memberhentikan gengan
hormat dari jabatan Cokter Gigi

Mania D
M :
Fangkat/go! Ruang (MTMT

init Kerja

Segjaian dengan pemberhentian sebagairrana fersebul pada Dikturn
pertama, memberhentikan  dan  jabatan  dan  tunjangan  jabatan
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LAMPIRAN 2 PERATLRAN MEMHAM
?Er{]dg; AL 29 Tahun 2008
T 26 November 2008

KOPSTLK

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
MNOMOR e

TENTANG

FEMBERHLENTIAN DARI JABATAN DOKTER GIGI KARENA DIJATUHI HUKUMARN DISIPLIN
TINGHAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYA! KEKUATAN HUKURM TETAP! TIDAK DAPAT
MENGUMPLLEAM ANGEA KREDIT YANG DITENTLIKAN

MENTERI PERTAHARNAN

Menimbang a. Bahwa saudara ... MNIP. .
Jabatan .. . . pangkatigolongan ruang ... . lerhitung mulai
tanggal.. ... ielah diatihi hukuman disiphn tingkat berat
berdasarkan kepuilusan pefabat  yang berwenang  Nomor

Tanggal ... /dinyatakan tidak dapat

mengumpulkan angka kredil dalam jangka waktu 1 {satu) tahun
sejak dibebaskan sementara®)

b babwa  untuk  tertb  administrasi dan menjaiin kualitas
profesionalisme Fegawzi Negeri Sipit dalam jabatan Dokter Goi
dipandang perlu membebaskan sementara Fegaws: Meger Sipil
yang bersangkutan dari jabatan Dokter Gigi.

Mengingat . 1, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Namor 43 Tahun 1993,

2. Undang-tUndang Memor 22 Tahun 1999,

3 Heratwran Pemerintah Momar 7 Tshun 1977 jo  Peraturan
Femerintah Nomar 16 Tahun 20601

4 Peraturan Pemariniah Mormos 9 Tahun 2003,
5 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara Namaor
T4KERM PAN/2/2002;
5. Kepulusan Bersama Menteri Kesshatan dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara MNomor 1 TAGMEMNKES/SKEXIZ003 dan
Momar 54 Tahun 2003;
MEMUTLSKAN
Menetapkan .
PERTARA Terhitung rmula tanggal ... coe o memberhentian dangan
karmal dari jahatan Dokter Gigi
a Mama
. MIF
g Fangkatigal Ruang T

d Limt Kara
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LAMPIRAN (2 PERATLIRAN WMENHAN

?;?PZEG};L 29 Tahun 2008
T 26 November 2008

SURAT PERINGATAN

NOMOR

QAR
KEPADA YTH
ALAMAT
TAMNGGOEAL
1 Dengan i diperingatkan kepada saudara

a MNama

b Mip

C Fangkat/gofongan ruang T

d. Lirit Kerja
2. beskenaan sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini saudara sudah ., .. £
fabiun menauduk: jabatan e tetapl belum dapal mengumpllkan angks kredt minimat

yang ditentukan sebagai mana tersebut dalam Kepulusan Bersama Menten Kesshatan dan
Kepala Badan Kepegawaian Megarz Nomor  174MENKES/SKRIXIZ003 dan Nomor 54
Tahun 2003 Pasal 13 Ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya . . . [ . 1

3. Apabilz sampal dengan . L saudara belum dapat memenuhi jumiah angka
kredit  tersebut  diatas, maka sesuai  dengan  keputusar  MENPEM  Nomor
HAVKERPM PAN/T1/2002 tangoal 7 November 2003 dan Keputusan Bersama Menter
Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Momor . 1740MMENKESISKBXI 12003 dan
Mamar 54 Tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003, saudara akan dibebaskan sementara dari
jabatan Dakter Gige

4 Dairukian untuk dirmaxiumi dan harap perhatian saudara sebagaimana mestinya

MENTERIPIMFIMNAN LFHD

HIP.
Tembusan
1 Kepaia BKN/Kantor Regional BKN vang bersangkutan,®)
2. Menter Kesehatan
3 Fimpinan unil kerja Dokter Gig yang bersangkutan
4 Kepala Biro/Bagian Kepegawaian instansiBKD vang bersangkutan
] Pejabat am yang dipandang perlu

) Corat yang tdak periu
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